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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG
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' r ORGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
N TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

PMenimbang - a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara periu
ditinjau kembali ;

b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, peru
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang

£ Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

sMengingat  : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1933 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih-dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851); ,

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Afas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan ‘Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389} ;




Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 fetang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3348) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 fentang Pembentukan
Kabupaten Buton Utara di Provinsi- Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4690) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertkal di Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3373) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
( Lembaran Negara: Republik- Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

Peraturan Pemerintah: Nomor 38 Tahun 2007 teftang Pembagian
Urusan Pemernintehan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi,. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741).

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi  Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara:

Organisasi dan Hukum Setda abupaten Buion Uere - - — - == wc=svccsaemmncnnn



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI| BUTON UTARA
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISAS! DAN TATA
KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

oa!am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara ;
Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
Perangkat daerah adalsh Organisasilembaga pada Pemerintah Daerzh yang
bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan ;
. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena
= slfatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis
Daereh;
Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup
3 Pemerintah Daerah ;

;- Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB I
PEMBENTUKAN:
Pasal 2

' Dengan Peraturan Daerah Ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
= BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah.

@) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenal
o susunan, kedudukan, fugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.

¥) Bagan Struktur Organisasi Lemibaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum
= pada Lampiran | s/d VIll yang merupakan satu kesatuan yang tak-terpisahkan
2 darl Peraturan Daerah ini.




g ncian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur
Kb {anjut dengan Peraturan Bupati.
: BAB Il
B KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
+4 Pasal 3
% gbaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh seorang
Hnspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang
Jerbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan yang berbentuk
FRumah Sakit dipimpin oleh seorang Direkdur.
, ',pektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dan befanggung
Fawab kepada Bupatl
‘Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit
3 Pelaksana Tugas tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
tau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja: pada satu atau
gberapa kecamatan.
Pasal 4
maga Teknis Daerah mempunyal tugas melaksanakan penyusunan dan
fksanaan kebijakan daerah yang berslfat spesifik.
Pasal §
hm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Lembaga
is Daerah menyslenggarakan fungsi :
-Perumusan  Kebljakan Daerah, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebljakan Teknis
=dibidangnya ;
elaksanaan» urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya ;
=Pengelolaan kekayaan daerah yang manjadi tanggung Jawabnya ;
ngawasan atas pelaksanaan tugasnya;
Penyampalan hasil evaluasi, saran dan perimbangan dibidang tugas dan
thingsinya kepada Bupati.
EPolaksanaan tuges jain yang diberikan Bupath sesuai dengan tugas dan
hingsinya.
= Pasal 6
Elembaga Teknis Daerah Terdir dari :

. BAPPEDA,



Lembaga Teknis Deerah yang terdiri dari :

— Badan Lingkungan Hidup ;

— Badan Pembsrdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
—  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Badan Kepegawaian Daersh;

—  Kantor Kesatuan Bangsa dan Periindungan Masyarakat ;| dan
- Rumeh Sakit Umum Daersh.

pektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Dasrah. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagal bagian. dari
rangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupatf;

pektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
grah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah -dan bertanggungjawab kepada Bupatl melalui Sekretaris
Daerah,

Baglan Pertama
Inspektorat
Pasal 7

fi-inspe orat adalah unsur pengawasan, yang bereda di bawah dan bertanggung
ab kepada Bupati dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dan
Sekretarls Daerah.

lnspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur.

«_ Pasal 8

=

pekiorat mempunyal tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
perintah di Dasrah.

Pesal 8

 melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal (B), Inspektorat
h mempunyal fungs! :

efencanaan program pengawassan ;

1 enyiapan Perumusan kebijakan Pengawasan dan Fasllitas Pengawasan ;

anaan Pengawasan kinerja, Keuangan dan Pengawasan unfuk tujuan
= ienentu berdasarkan &tas petunjuk Bupati ;

~Pelaksanaan Administrasi inspektorat ;

Penyusunan laporan hasil:pengawasan;




glolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
ngawasan atas pelaksanaan tugasnya;
sanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Bupati
{anyampalan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan
ngsinya kepada Bupati.
' Baglan Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

adan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana
nyslenggaraan Pemerintah Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab

Pasal 11
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunya: tugas melaksanakan

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
Wkcksud dalam passl (11), menyelenggarakan fungs! :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman

: Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan
serah dan penanaman modal ;

engelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3 Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

= fungsinya;

= Penyampalan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas
= dan fungsinya kepada Bupati.
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Bagian Ketiga
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 13
gdan  Lingkungan  Hidup mempunyal tugas membantu Bupati dalam
»nyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan di bidang Pengelofaan
fngkungan Hidup.

Pasal 14
glam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) Badan
thgkungan Hidup menyslenggarakan fungsi :
5 Perumusan Kebljakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di
% Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
. Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugasnys;

Penyampalan laporan hasfl evaluasi saran dan perﬂmbangan di Bidang tugas dan
5 fungsinya kepada Bupat. )

Baglan Keampat
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas
pembantu Bupati dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang
pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
Pasal 16
Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) Badan
mberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyslenggarakan fungsi:
i~ Pelaksanaan koordinasl perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang
pemberdayaan masyarakat ;
g Sinkronisas! pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, Politk,
. perindungan masyarakat dan psmberdayaan masyarakat;
g Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat,
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa ;
Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
" Penyampalan Iaporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas
= dan fungsinya kepada Bupati.
. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati ;
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Baglan Kelima
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 17

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
shantu Bupali dalam mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan, sera
s nknonkan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan
r,- rga berencana.
' Pasal 18

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) Badan
, grdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
_ pordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan
FPerempuan dan Keluarga Berencana
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan d' Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan
3 Keluarga Berencana,

engendaran penyslenggaraan kebljakan di bidang Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana ;
enge!o!aan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya
! Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
elaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati ;
enyampaian faporan hasil eveluasi, saran dan pertimbangan di Bidang tugas
=dan fungsinya kepada Bupati

Baglan Keenam
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 19

dan Kepegawalan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
nyelonggarakan sebahaglan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan

Pasal 20

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalem Pasal (19) Badan
sgawalan Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebfjakan teknis di
Bldang Kepegawalan dan Diklat ;

- Pelaksanaan urusan PemeMm sesual bidang tugasnya;

- Pengelolaan barang mitk / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

: Pengawasan alas pelaksansan tugasnya; o

- Penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan perimbangan di Bidang tugas dan
- fungsinya kepada Bupati
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Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 21
- fgntor Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat Daerah mempunyai tugas
S nembantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebljakan
: kesatuan bangsa polltik den perlindungan masyarakat.
Pasal 22
- odam meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21), Kantor
xesatuan Bangsa dan Perfindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
B Koordinasl perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa,
= politik dan periindungan masyarakat

b Sinkronisasl pelaksanaan kebljakan bldang kesatuan bangsa, Polik dan
:  perfindungan masyarakat
Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a
. dan hurufb

. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati
. Penyampalan laporan hasil evaluasl, saran dan pertimbangan di Bidang tugas
dan fungsinya kepada Bupati.

‘Baglan Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah

B Pasal 23

jimah  Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
8nyelenggarakan Pemerintahan Daersh di Bidang pelayanan Kesehatan secara
a . guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya perawatan,
nyembuhan, dan pemulthan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta
lakukan kl::paya peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan
paya rujukan;

et SR TR

- Pasal 24
palam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datam Pasal (23), Rumah Sakit
Daerah menyelenggarakan fungsi :

3 Perumusan Kebljakan Teknis- di Bidang pelayanan Kesehatan yang meliputi
-~ Perawatan, Penyembuhan, Pemufthan dan Pencegahan serta peningkatan
~ kualtas Kesehatan dan: pelaksanaan upaya rujukan
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elayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang
kesehatan
iPelaksanaan tugas Ketata Usahaan
E' embinaan terhadap kelompok jabatan fungslonal
iPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungslnya
BAB IV
- SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
s Pasal 25
-inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretarat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu,
gkretariat terdir dari 3 (tiga) subbaglian, Inspektur Pembantu terdiri dari 2 (dua)
f5eksi serta kelompok jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional
guditor.
-Badan terdii dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) bidang,
sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari 2
-'(dua) subbidang.
Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Unit Pelaksana Teknis pada Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha
dan kelompok jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat
dibentuk paling banyak 2 seksi.

Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk sesual kebutuhan daerah.

LUmt Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
_pembentukan organisas dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

) Pada Inspektorat, Badan dan Kantor dapat dibentuk kelompok jabatan Fungsional
[ sesual kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku.

Baglan Pertama
Inspektorat
Pasal 26

'm Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Soslal Budaya ;
~d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi ;
. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD.




[l Sekretariat Inspektorat membawahi :
. a. Sub Baglan Perencanaan ;

;- b, SubBagian Umum dan Kepegawalan;

8 ¢ SubBaglan Keuangan.

:'- ',) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur membawahi:

a. Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Aparatur; :

@ b. SekslPertanahan, Kesbang dan Linmas.

B) Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan Dan Sosial Budaya Membawahi:
— a. Seksl Kemasyarakatan,
" b. Seksi Sosial Budaya.

o) Inspektur Pembantu Bidang Psmbangunan dan Ekonomi membawahi :
~a. Seksl Pembangunan;

- b. Seksi Ekonomi.
[6) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

membawahi :
a. Seksl Keuangan;
b. Seksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baglan Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 27

{i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

. a. Sekretariat Badan;

. b. Bidang Penelitian-dan Pengembangan;
- ¢. Bidang Fislk dan Prasarana;

d. Bidang Ekoromi dan Soslal Budaya;

e. Bidang Penanaman Modal.

Sekretarist Badan membawahi :

a. Sub Baglan Perencanaan ;

b.. Sub Baglan Umum dan Kepegawalan,

c. SubBagian Keuangan.

3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Pendataan dan Statistik.
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- Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:
o, Sub Bidang Fisik;
-b.  Sub Bidang Prasarana.
-Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi :
ra Sub Bidang Ekonomi ;
'b. SubBidang Soslal Budaya.
| Bidang Penanaman Modal Membawahi :
“a. Sub Bidang Pelayanan informasl dan Pengembangan Kelembagaan;
b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
‘ Baglan Ketiga
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 28
adan Lingkungan Hidup terdid dari ;
Sekretaris Badan;
b. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
¢ Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
Bidang Pemantauan dan Pemulihan.
Sekretariat Badan membawahi :
“a.  Sub Baglan Perencanaan;
i b. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
=c. Sub Baglan Keuangan.
-Bidang Anallsis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi :
I @ Sub Bidang Teknls Analisis Mengenal Dampak Lingkungan;
2b. Sub Bidang Audit dan Evaluasl..
B Bidang Pengawasan dan pengendalian membawahi :
£a. Sub Bidang Pengendalian ;.
§b.  Sub Bidang Perizinan,
- Bidang Pemantauan dan Pengendalian membawahl
0. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
D, Sub Bidang Pemantauan dan Penyuluhan.
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Baglan Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 29

f) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdirf dari :
- a. Sekretaris;

b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat;

_ ¢. Bidang Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam ;
d. Bidang Usaha Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
1 e Bidang Pemerintahan Desa.
) Sekretariat membawahi:
B a. SubBaglan Perencanaan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
] Sub Bagisn Keuangan.

“ﬁ Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- membawah} :

a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat,

b. Sub Bidang Pelatihan, Pengembangan Manajeman Partisipatif Massyarakat.
§) Bidang Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam membawahi .

_a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk ;

~ b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam ;

Bidang Usaha Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
membawehi .

a. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat

- b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemantaatan Teknologl Tepat Guna.
P) Bidang Pemerintahan Desa membawahi :

a. Sub Bidang Perekonomian dan Usaha Gotong Royong ;

b. Sub Bidang Pembinaan Prasarana dan Pengembangan Desa.
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Baglan Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana o
L Pasal 30 -
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari . o
Sekretaris Badan,;

Bidang Pemberdayaan Perempuan;

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program;

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. -

Sub Bagian Perencanaan ;

-b. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

& c. Sub Bagian Keuangan.

B Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Usaha Gender ;
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program membawahi :

_a. Sub Bidang Dokumentasi dan Statistik;

-b.  Sub Bidang Analisls dan Evaluasi Program.

- Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
5. SubBidang Jaminan Pelayanan Kontraseps; B

-b.  Sub Bidang Advokasl dan Pemberdayaan Keluarge, Komunikasi, Informasi
dan Edukast. o
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Baglan Keenam o
Badan Kepegawalan Daerah o
Pasal 31 il
Badan Kepegawaian terdiri dari ; : ‘
a. Sekretaris Badan; '
Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawal;
Bidang Pengembangan dan Diklat;
Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;
. Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun, T ~
Sekretanat Badan membawahi : i1
a Sub Baglan Perencanaan ; o
b Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
¢. Sub Bagian Keuangan. i
- Bidang Pengadaan dam Mutasi Pegawai membawahi :

> o o o

B A A LR L ¢ kst L

¢. Sub Bldang Formasi Pegawai; . .
d. Sub Bidang Mutasi Pegawal. ;

Bidang Pengembangan dan Diklat membawahi : i
¢. Sub Bidang Pengembangan dan Promosl Jabatan; o
d. Sub Bidang Dikiat !
Bidang Dokumentas! dan Informasi Kepegawalan membawahi -t
¢. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
d. Sub Bidang informasi Kepegawalan.
Bidang Kedudukan Hukum dan Penslun membawahi : -
a. Sub Bidang Kedudukan Hukum; P
b. Sub Bidang Pensiun. o




Baglan Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 32

for Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dar :
"l Sub Baglan Tata Usaha;
3 " Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa ;
|_Seksl Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual ;
- Seksl Perindungan Masyarakat.
’ Baglan Kedslapan
Rumah Saklit Umum Daerah

Pasal 33

fah Sakit Umum Dasrah terdini dani :

Sub Baglan Tatasaha ;

- Seksl Rekam Medis ;
Seksi Keperawatan ;

- Seksl Pelayanan.

BABY
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

gkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
mis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan
dasarkan peraturan Perundang Undangan yang beriaku.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
- terbagl dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang
8- keahliannye;

B Jumish jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
= berdasarkan anafisis kebutuhan dan beban kerja;

. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.

-. Halaman & darl 13
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BAB Vi
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 36

(1) Dilingkungan Lembaga Teknis Dasrah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
~ sesual kebutuhan, berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

@) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan
M Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Vi
TATA KERJA
Pasal 37

mbaga Teknis Daersh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja
a dibawah pimplnan Bupati

Pasal 38

lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 39

Setiap pimplnan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib
menerapkan prinsip koordinan Intergrasi, dan sinkronisasi dalam fAngkup Instansinya
mampu dalam hubungan dengan Instansi lain.

Pasal 40

$Setlap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di
Ingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 41

‘ Setlap  pimpinan  satuan organisasi  bertanggung  jewab  memimpin
gdan  mengkoordinasikan  bawahan masing-masing dan  memberikan
pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagl pelaksanasn tugas bawahannya.

Pasal 42

‘Dalam melaksanakan fugas, setiap pimpinen satuan organisasi wafib melakukan
pemb!naan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.




BAB ViI
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 43

) Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dar Gubemnur.

p Inspektur dan_Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IL.b.

b Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat,
- Sekretarig Badan, Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

‘g Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat,
3 Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon il.a.

e b Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
=9 Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIl.b.

' ) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan
] Bupati.

) Kepala Seksi, Kepala Sub Baglan dan Kepala UPT adalah Jabatan Struktural
4 Esslon V.a.

BAB VIii
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 44

binsan dan pengelolaan administrasi kepegawalan, tenaga perlengkapan,
parsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Organisasi.

Pasal 45

f:'a!a pembiayaan yang diperiukan bagi pelaksana tugas masing-masing Satuan
Iganisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

) Hal-ha! lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal
- pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupatf;
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p) Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, fika
terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan
Daerah, maka dapat di lakukan penyssuaian yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

' pada saat Peraturan Daerah Ini mulal berfaku maka Peraturan Bupati Buton Utara
-s@omor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara
“Jcabut dan dinyatakan tidak beriaku.

35 Pasal 48
Sreraturan Daerah Ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkandi Burang a
padatanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,
Cap / Ttd
KASIM,SH

Dundangkan diBurang a
pada tanggal ~ 2 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH,
Cap / Ttd
Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Muda, [Vic
NIP. 050032105

B LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 5




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

SRGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
> TEKNIS DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA

i Bahwa guna melaksanakan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan
gyat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka dalam rangka efisiensl dan efektifitas serta dayaguna
dan hasil guna penyelenggaraan urusan Pemerintshan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diamnatkan dalam
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka perlu membentuk Organisasi
-dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Guna mewadahl organisasi Perangkat Daereh sebagaiaman dituangkan
3 dalam Pertaturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan menteri
. Dalam negerd Nomor 57 Tahun 2007, maka untuk menerapkan prinsip-prinsip
organisasl, antara lain visi dan misi yang Jelas, pelembagaan fungsi secara tegas,
- efislens] dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang Jelas periu dibentuk
organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Buton Utara.
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Ayat (4)
Cukup jelas. ,
Pasal 3 .
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas. .
Ayat (4) g
Cukup jelas. :
Pasal 4 . R
Cukup Jelas. gt

Pasai §
Cukup jelas. :
Pasal 8 i
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2) RN
Cukup jelas. ,_ii.,f

Ayat (3)
Cukup jelas.

N e

A 137
U |11 19 1 M N 91

Pasal 7
Ayet (1)
Cukup jelas.
Ayst(2)
_ Pasal8 .
= Cukup jefes it
= Pasald
‘ Cukup jetas.
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: Pasal 10
i Ayat(1)

Ayat (2)

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
~ Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
=9 Pasal 19
3 Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
= Cukup Jelas.
~ Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayet (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 28

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

- Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.




Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

. Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (6)
Cukup jefas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
3 Cukup Jelas.
Pasal 39

s o ikt ea s

Cukup jelas.
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Pasal 40
’3 pasal 41
f. Pasal 42

pasal 43
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Pasal 46

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
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PERATURAN DAZRAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 5 TARM 2008
TANGGAL : 9 AL 208

SEKRETARIAT :
1 i
BB BAGUN $UB BAGWAN
EVALUAS DAN ADMDSTRAR
PELAPORAN DAN UMM
l I N E—
IKSPEXTUR PEMBANTU ICSPEXTUR PEMBANTY WEPEXTUR PEMBANTY INSPEXTUR PEMBAXTY
BIGANG PEMERIMT AMAK BIOAND KESASYARAKATAX BIOANG PEMBRANOUNAN DAN BEDANG KELANGAN DAN
DAN APARATUR OAN BOEAL BUDAYA EXOMOM VD
| R | | ]
5 L SEXE N BEKS | SR = SEXSI !
; PENERITARAN CAR i
: MU APARATL KEMASYARAKATAN PEMBANGURAN KEUANGAN
] SEXSI ] XS | SEXN L SEXS
PERTANANL KESLANS
AN LA SO&AL BUDAYA EXONOM UMD
HN | )
KELOMPOK JABATAN P BUPAT BUTON UTARA,
: FUNGSIONAL AUDITOR
L1 1 Cop/Td

KASIM,SH




LAMPRAN 1 :  PERATURAN DARRAN KARLPATEN BUTON UTAA
NOMOR 8 TAMN 2ot
TANGOAL (W AU 2w
KEPALA BADAN
: SEXRETARIAT
E| ""f‘,’l - ]
= KEPEIAAN
=
5 [ ; S s
- BIOANG BIDANG
- PENELITIAN DAN oY,
! FISHK DAN PRABARANA BUDAYA
£
5 y —] r— _Jm
- | [ susBioANG | [ sus eoana | _§ SUBBIOANG o P
PEAY NN NPORL
PERELTIAN DAN Rex Exonont -
2 SUB BIOANG [ sus oang SUB BiDANG — mme o
3 PENDATAAN DAN PRASARANA WWW
? camnt SOBAL BUDAYA
E 14 PJ. BUPATI BUTON UTARA,
oo iMe
KASIMSH
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: 3 STRUKTUR ORGANISAS! LANPRAN B:  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
E F LINGKUNGAN NOMOR i § TAHM 200
1 BADAN HiDUF TANGGAL 18 AL N
4 KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
[ ]
TBLAGAN TORBAGAN TERAGUN
UM AN
PERENCANAAN CErEaAAI XEUANGAN
[ I 1
WO BIDANG BIDANG BIDANG
T mosona ANALISA PENCEGAHAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN DAR
Z DANPAX LINGKUNGAN PENGENDALIAN PEMULIHAN
] I r.___J
SUB BIDANG 5UB BIDANG SUB BIDANG
TEOUS ANALISS MENGENA PENULIAN KUALITAS
DAMPAK LINGKUNGAN PENGENDALLN LINGKUNGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG ] S$UB BIDANG
PEMANTAUAN DAN
AUDIT DAN EVALUASK PERIZINAN PENYULUHAN
UPT P{. BUPATI BUTON UTARA,
CapiTtd

KAS!M, SH



LAMFIRAN NV :  PERATURAN DAERAN KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR  : § TAHN 2008
TANOGAL 1 18 AN 3008

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
S -
BUBRAGAN SURBAN BUBRAOUN
UMUM DAN KEUANGAN
PERENCANAAN KEPEGAWALN
I I T
BIDANG BIDANG
VAN EXONOM DAN LEAHA PEIOEMANGAN CuN
PENGELOUMMN SUNBER PEMAEAATAN TENOLOG PEERNTAUN DEMA
DAYA ALAM TEPAT OUNA
— — —
U8 BOANG || sussinane |_{ SUBBIOANG
PRMEIOAYAMN BN PRODUICH DAN MSMEARM DAN U
poigporet KABL UBAHA MABYMAKAT GOTONS ROYOMD
[~ $US BIOANG BT || SUBBIOANG
. PP, IMANAN DAk PRI PRABAALA
UPT M. BUPAT! BUTON UTARA,

Cap /T
KAS8IM, SH




STRUKTUR ORGANISAS LAMPRAN ¥ :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

-BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN NOMOR ;S TAHN 2004
i KELUARGA BERENCANA TANGGAL : 1 AN 2908
KEPALA BADAN
|
i
C | |
= SUBSAGIAN SUSBAGIAN SUBBAGIAN i
UMM DA ’ ;
PERENCARAAN XEPEQAWAN KEUANGAN :
C I ! 5
BIDANG BIDANG BIDANG i
PEMBERDAYAAN INFORMAS! KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA !
PEREMPUAN ANALIS!S PROGRAM DAN KELUARGA SEJAHTERA :
] r____r —
5UB BIODANG | SUB BIDANG u SUB BIDANG
PENBERDAYAAN PEREMPUAN JAMENAN PELAYANAN
DAN PENGEMBANGAN URAHA DOKUMENTAM DAN STA KONTRASEPS
| [ suasiane | [ wseoama | || suscioAno
ANAUSIS DAN EVALUAS ADVOKAR DA PENSERDAYAAN =
DAN ANAK PROGRAN el :
uet PY. BUPATI BUTON UTARA,
2CapiTid

KASIM, SH




LAMPWAN W ;. PERATURAN DAERAN KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR - § TARR e
TANGGAL : % AL 08

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
[ ]
BUBBAGIAN SUBRAGIAN BUBRAGAN
UMUM OAN
PERENC ANAAM KEPESANALN KEUANGAN
| 1 1
BIDANG BIOAIG BIOARG BDANG
PENGADAAN DAN MUTAS! PEMOBMBANGAN DAM DOKUMENTAS DAN IEDUOUKAN HUICUM DA
KEPEQAWAUN s SE34 BFORMAS KEPEGAWAAK PENERN
— — 1 — r____]
] 8UBBIDANG || SUB EIDANG | | SUBBICANG | ] SUSBIDANG
PENGENDANGAN
FORMAR PEGAWA! DAX PROMON et KEDUDUKAN HUKUM
JABATAN
| SUBBIDANG L | SUBEBIOANG | | SUBBIDANG |__| susBioANd
MUTASI PEGAWA! DIXLAY WFORMAS PEGAWA! PERSIUN
E i il PL BUPAT) BUTON UTARA,
Cap /T

KASIM,EH




- STRUKTUR ORGANISAS! LANPIRAN:  PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR  : 6 TAHUN 200
: TANOGAL : 18 AU 2

KEPALA SATUAN
SUB BAGIAN TATA

USAHA

) | l
SEKSI SEKS8I SEKSI
OPERASIONAL DAN KETENTRAMAN DAN PENYULUHAN DAN
PENGAWASAN KETERTIBAN KESAMAPTAAN
P}, BUPATI BUTON UTARA,

Cap/THd

KASIM, SH
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LAMPIRAN VIl:  PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA

r STRUKTUR ORGANISAS!
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NONOR  : 5 TAHN 204
TANGGAL : # Juf 2004
DIREKTUR
SUB BAGIAN TATA
USAHA
; |
KELOMPOK
e SEKSI SEKS! SEKSI
FUNGSIONAL
REKAM MEDIS KEPERAWATAN PELAYANAN
P}, BUPATI BUTON UTARA,
Cop/THd

KASIM, SH
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